PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSH

NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI HAKIM KONSTITUSH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

. bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan
mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat;

. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam  huruf a, Dewan Etik Mahkamah  Konstitusi
merekomendasikan perlunya Mahkamah Konstitusi membuat
kebijakan yang mengharuskan Hakim Konstitusi menyampaikan
laporan harta kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua
Mahkamah Konstitusi tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Bagi Hakim Konstitusi;

. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851):

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran



Memperhatikan

Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Mei 2017.
MEMUTUSKAN

. PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAG!I HAKIM
KONSTITUSI.

Pasal 1
Dalam peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan :

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republilk indonesia Tahun 1945;

2. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

3. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legisiatif, atau yudikatif, dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Biro Keuangan dan Kepegawaian adalah Biro Keuangan dan
Kepegawaian pada Mahkamah Konstitusi;

8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak
dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang
dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan
anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara,
baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang
diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya;

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk
selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam
bentuk cetak dan /atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian
informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk
penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.
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FPasal 2

Hakim Konstitusi sebagai Penyelenggara Negara Wajib
menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sejak pengangkatan dan sejak berakhirnya
masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam jangka wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan atau sejak berakhirnya
masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi.

Pasal 3

Penyampaian LHKPN selama menjabat Hakim Konstitusi
dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas
Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31
Maret tahun berikutnya.

Pasal 4
Hakim Konstitusi menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui
Biro Keuangan dan Kepegawaian.

Biro Keuangan dan Kepegawaian membantu Hakim Konstilusi
dalam hal pelaksanaan pengisian LHKPN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Biro Keuangan dan Kepegawaian membantu Hakim Konstitusi
dalam hal pelaksanaan pengumumam LHKPN di website Mahkamah
Konstitusi.

Pasal 6

Ketentuan teknis lainnya mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




